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4 Tahun 1999

tentang PEdeaﬁ Umum Pengaturan Mengengi Desa.
DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSEKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROEOLINGBO TEN
PEMEENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DES
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Dasrah adalah Kabupaten Pruﬁnlinggn
Pemerintah Daerah adalah FEmérintah Kabupaten Froboli

Bupati adalah Bupati Probelingge
Kecamatan adalah Wilayah K?rja Camat sshagai FPerg

Fabupaten 3

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memilil

untuk = mengatur dan menguirbs  Kepentingan

bherdasarkan asal usul dan adét istiadat setempat yang

sistim Femerintahan Naﬁian31§dan berada di Dasrah Eabupaten

Badan . Perwakilan Desa yang‘%elanjutnya disebut BFD
FPerwakilan yang'terdiri ataﬁégemukd—pamuka masyarakat
dess  yang berfunqsi meﬁgﬁybmi adat istiadat, memby
Desa, meEnampung  dan meﬁyélurkan ASpiFrasi masyaf

melakukan pengamasan”terhaﬂab penyelenggaraan Pemerin

Lembaga Kemasvarakatan adélgh merupakan Lembaga Mity
Dezsa dalam aspek perehcan%an, pelaksanaan, dan
pembangunan vano bertuspu paha masyarakat desa.
BE AR IT
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN
?asal 2

{ embags Hemasvarakatan di ﬁesa berasaskan FPancasilj
Uindang Dasar 1945 3 : '

Maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatar
upaya pemberdayaan‘masyara%at dan sehbagail wadah uni
dan m@menyalurkan partigipaéi masyarakat vyang mer
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Lembaga Kema akatan di Desa sebagaimana dimaksud
pasal ini ditetapkan ﬁEﬁg&h?Peratufan Desa.
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KEDUDUKAN nﬁﬁ SUSUNAN ORGANISASI
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Lembaga Kemasyarakatan berkedudukan di Desa merupgakan lembaga

masyarakat yang bersafat lokal Eecara organisatorics berdiri sendiri.

%asal 4
Peraturan Desa sebagaimén% dimaksud dalam pésal 2 ayvat {3}
Peraturan Daerah ini meﬁﬁé% materi antara lain mengenai :
a. Nama Lembaga Vemasyarakatan '

L. Susunan Grganlﬁasl 3 ‘

|
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c. Tata Kerja 5
d. ¥edudukan, tugas-pnknk"dén fungsi ;
2. Kewenangan, hak dan kewaglban : ‘

y £ Pangaturan masa tran5151 prganisasi Kemasvarakatan vang telah

tumbuh dan berkembang dl:mdbyarakat seperti LEMD] FPEE, Karang

Taruna atau dengan sebutan lain dan lain-lain:
5 {

Fasal 5

; i
FPedoman  teknis tentaﬁg pembEﬂtukan Lembaga Hemasygrakatan akan
diatur lebih lanijut dengan.Kepu%uEan Bupati.

BAB IV
SUMBER DANA Lﬁmsaea KEMASYARAKATAN
Pasal &

Sumber Dana Lembaga Femasyarakatan diperoleh dari :
a. Swadaya masyarakat i !

b. Bantuan FPemerintah '

c. Usaha-usaha lzin vang sah Qaﬁ tidak mengikat.
‘BAB V
P E'NIB INAAN
Fasal % 4
Pemerintah Daerah mela?ukan fungsl pimbingan; pembinaan{ pengarahan,
pengembangan  dan pengawaaan terhadap Leabaga kémasydrakatan yang
pEIaksanaénnya dll;&uk&n bleh Eamaf atau Pejabat 1lain yang ditumjuk
oleh Bupati. ! ;
o Fpsal =
Departemnn—departemen dan Lemhaga Mon Departemen vang s#cars sekioral
mempunyai bldang kwglatan' daiam tugas pembangunan di Desa
berkoordinasi dengan Lemhaga hemnbfafdkdtdn sesual dengan bidang.

tugasnysa masing-masing. ~ |
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Segala kegiatan kemasyarakatan baik yang bergabung dalam  lembaga-
lembaga temasyarakatan  maupun  yang Eidak, vang ada di Desa

diknordinasikan ocleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

BlAaARBR VI
EETEMTUAN FEE&LIHAN DAN PEMUTUR

Fasal 10
{1} Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, maka semua Hetentuan yang
mengatur  mengenail Pembentukan Lembaga FKemasyarakgtan di Desa

serta ketentuan—ketentuan | lain y bertenilangan dengan

Peraturan Dasrah ini dinvatbtaban

{2} Hal-hal  lain yang belum diatur dalam Peraturan| Daerah ini,

sepaniang mengenaid tekpnis pelaksansannya akan diatur lebih lanijut
dengan keputusan Bupati.

Fasal 11

Peraturan Dasrah ini mulai berliske pada tanggal diundangkan

Agar setiap ocrang dapat mengetahuinya, memerintahkjn pengundang—
an peraturan daerah ini dengan| penempatannya dalam Leasbaran Daerah

Eabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di | Probolinggo
Fada tangg#hl /“’ i"m
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Diun dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tanggal ﬁlfﬁ;..{,...zooo Nomor:-../eff ...... Seri: C,
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FENJELASAN
ATAS
FERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOL INGGO
NOMOR @2 TAHUN 2000
TENTANG

PEDOMAN FPEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

FEMJELASAN LIFLIM,

Sebagai pelaksanasn  Undang-indang Nomor 22 Tahun

Pemerintahan Dasrah dan Pasal 45,

Dalam MNegeri Momor &4 Tahun 1999 tentang FPedoman Umu

Mengenai Desa maka dipandang perlu mengatur Pedoman

Lembaga KEemasvarakatan Di Dess.

pengaturan meEngenai Fedoman Pembentuk

Eemasvarakatan di Desa itersebut disamping menber

tentang pembentukan lembags kemasvarakatan di desa,

tentang tata keria, kedudukan, tugas, hak dan kewaj

diharapkan upava memberdayvakan masvarakat melalul le
kemasyaraskatan vang merupakan mitrz Femerintah Desa

peErencanaan, pelaksanaan dan  pengendalian  pemba

bertumpu pada masyarakat, dapat terwuojud.
PEMJIEL ASAN PASAlL DEMI PABAL.

Pasal 1 : Cukup jeslas
Fasal 2 avat {1} : Eukup jelas

avat (2} : Upava pemberdayaan masy

lembaga kemasyarakatan d
berupa pelatihan dan at
sesuai dengan peran dan
lembaga—-lembaga kemasyar

vang ada di desa bersangk
avat {3} : berdirinya lembaga—lembag
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Feraturan Desa

memberikan legalitas.
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Fasal 4 sampai dengan 7 @
Fasal 8

Fasal % E

Pa=sl iﬁ'sampai dengan ii:

Cukup jelas.

Departemen-Departemsen  vang

dimaksud

adalah Departemen Pusat, Propinsi dan

Fabupaten Frobolinggo termasuk  Dinas—
Dinas Kabupaten Frobolinogo.

Dimaksudkan agar  setiap kegiatan
masvarakat diupavakan untuk dapat

mezmberdayakan masyarakat s
dan tujuan dibentukn;
bLemasvarakatan di desa.

Cukup jelas.

tesuiiai maksud

= iembaga

e e



